BAB I

Landasan Teori

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Hukum Kesehatan

Pada awalnya masyarakat menganggap penyakit sebagai misteri, sehingga
tidak ada seorangpun yang dapat menjelaskan secara benar tentang mengapa suatu
penyakit menyerang seseorang dan tidak menyerang lainnya. Pemahaman yang
berkembang selalu dikaitkan dengan kekuatan yang bersifat supranatural.
Penyakit dianggap sebagai hukuman Tuhan atas orang-orang yang Yyang
melanggar hukumNya atau disebabkan oleh perbuatan roh-roh jahat yang
berperang melawan dewa pelindung manusia. Pengobatannya hanya bisa
dilakukan oleh para pendeta atau pemuka agama melalui do’a atau upacara
pengorbanan. Pada masa itu profesi kedokteran menjadi monopoli kaum pendeta,
oleh karena itu mereka merupakan kelompok yang tertutup, yang mengajarkan
ilmu kesehatan hanya di kalangan mereka sendiri serta merekrtu muridnya dari
kalangan atas. Memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, karena
dipercayai sebagai wakil Tuhan untuk membuat undang-undang di muka bumi.

Undang-undang yang mereka buat memberi ancaman hukuman yang
berat, misalnya hukuman potong tangan bagi seseorang yang melakukan
pekerjaan dokter dengan menggunakan metode yang menyimpang dari buku yang
ditulis sebelumnya, sehingga orang enggan memasuki profesi ini. Di Mesir pada
tahun 2000 SM tidak hanya maju di bidang kedokteran tetapi juga memiliki

hukum kesehatan. konsep pelayanan kesehatan sudah mulai dikembangkan
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dimana penderita/pasien tidak ditarik biaya oleh petugas kesehatan yang dibiayai
olen masyarakat. peraturan ketat diberlakukan bagi pengobatan yang bersifat
eksperimen. tidak ada hukuman bagi dokter atas kegagalannya selama buku
standar diikuti. profesi kedokteran masih di dominasi kaum kasta pendeta dan bau
mistik tetap saja mewarnai kedokteran. sebenarnya ilmu kedokteran sudah maju di
Babylonia (Raja Hammurabi 2200 SM) dimana praktek pembedahan sudah mulai
dikembangkan oleh para dokter, dan sudah diatur tentang sistem imbalan jasa
dokter, status pasien, besar bayarannya. (dari sini lah Hukum Kesehatan berasal,

bukan dari Mesir)

Dalam Kode Hammurabi diatur ketentuan tentang kelalaian dokter beserta
daftar hukumannya, mulai dari hukuman denda sampai hukuman yang
mengerikan. Dan pula ketentuan yang mengharuskan dokter mengganti budak
yang mati akibat kelalian dokter ketika menangani budak tersebut. Salah satu
filosof yunani HIPPOCRATES (bapak ilmu kedokteran modern) telah berhasil
menyusun landasan bagi sumpah dokter serta etika kedokteran, yaitu:

a. adanya pemikiran untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan praktek
kedokteran yang bersifat coba-coba

b. adanya keharusan dokter untuk berusaha semaksimal mungkin bagi
kesembuhan pasien serta adanya larangan untuk melakukan hal-hal yang dapat
merugikannya.

c. Adanya penghormatan terhadap makhluk insani melalui pelarangan terhadap
euthanasia dan aborsi

d. Menekankan hubungan terapetik sebagai hubungan di mana dokter dilarang

mengambil keuntungan.
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e. Adanya keharusan memegang teguh rahasia kedokteran bagi setiap dokter.

Abad 20 an telah terjadi perubahan sosial yang sangat besar, pintu
pendidikan bagi profesi kedokteran telah terbuka lebar dan dibuka di mana-mana,
kemajuan di bidang kedokteran menjadi sangat pesat, sehingga perlu dibatasi dan
dikendalikan oleh perangkat hukum untuk mengontrol profesi kedokteran. Hukum
dan etika berfungsi sebagai alat untuk menilai perilaku manusia, obyek hukum
lebih menitik beratkan pada perbuatan lahir, sedang etika batin, tujuan hukum
adalah untuk kedamaian lahiriah, etika untuk kesempurnaan manusia, sanksi

hukum bersifat memaksa, etika berupa pengucilan dari masyarakat.

Hukum kesehatan adalah kaidah atau peraturan hukum yang mengatur hak dan
kewajiban tenaga kesehatan, individu dan masyarakat dalam pelaksanaan upaya
kesehatan, aspek organisasi kesehatan dan aspek sarana kesehatan. Selain itu,
hukum kesehatan dapat juga dapat didefinisikan sebagai segala ketentuan atau
peraturan hukum vyang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan

pelayanan kesehatan.

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan disebutkan bahwa :

1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup
produktif secara sosial dan ekonomi

2. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan

salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai

UNIVERSITASMEDAN AREA



dengan amanah konstitusi dan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh
karenanya, untuk setiap kegiatan dan atau upaya yang bertujuan
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif,
partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting
artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia,
peningkatan ketahanan daya saing bangsa serta pembangunan

nasional Indonesia.

Pandangan masyarakat atas hukum yang beragam telah menimbulkan
berbagai persepsi pula tentang hukum. Hukum dalam arti peraturan perundang-
undangan yang dikenal oleh masyarakat sebagai undang-undang umumnya diberi
pengertian sebagai pengatur. Oleh karena itu aturan aturan di bidang kesehatan
dikenal sebagai hukum kesehatan, meskipun hukum kesehatan mungkin lebih luas
lagi cakupannya dari itu. Dalam pandangan yang lebih luas sebagaimana
dikatakan oleh cicero, yaitu dimana setiap masyarakat disitu ada hukum (ibi
societas ibi ius) telah mengindikasikan bahwa setiap aktivitas masyarakat pasti
ada hukumnya. Demikian halnya dengan praktek penyelenggaraan kesehatan,
yang tentunya pada setiap kegiatannya memerlukan pranata hukum yang dapat
menjamin terselengaranya penyelenggaraan kesehatan. Pranata hukum yang
mengatur penyelenggaraan kesehatan adalah perangkat hukum kesehatan. Adanya
perangkat hukum kesehatan secara mendasar bertujuan untuk menjamin kepastian
hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara kesehatan
maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan. DI Indonesia hukum

kesehatan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan manusia, dia lebih
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banyak mengatur hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan, dan lebih spesifik
lagi hukum kesehatan mengatur antara pelayanan kesehatan dokter, rumah sakit,
puskesmas, dan tenaga-tenaga kesehatan lain dengan pasien. Karena merupakan
hak dasar yang harus dipenuhi, maka dilakukan pengaturan hukum kesehatan,
yang di Indonesia dibuat suatu aturan tentang hukum tersebut, yaitu dengan
disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992.

Hukum Kkesehatan pada saat ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian,
yaitu hukum kesehatan public (public health law) dan Hukum Kedokteran
(medical law). Hukum kesehatan public lebih menitikberatkan pada pelayanan
kesehatan masyarakat atau mencakup pelayanan kesehatan rumah sakit,
sedangkan untuk hukum kedokteran, lebih memilih atau mengatur tentang
pelayanan kesehatan pada individual atau seorang saja, akan tetapi semua
menyangkut tentang pelayanan kesehatan.

Van der Mijn di dalam makalahnya menyatakan bahwa, “health law as
the body of rules that relates directly to the care of health as well as the
applications of general civil, criminal, and administrative law”. Lebih luas apa
yang dikatakan Van der Mijn adalah pengertian yang diberikan Leenen bahwa
hukum kesehatan adalah “het geheel van rechtsregels, dat rechtstreeks bettrekking
heft op de zorg voor de gezondheid en de toepassing van overig burgelijk,
administratief en strafrecht in dat verband. Dit geheel van rechtsregels omvat niet
alleen wettelijk recht en internationale regelingen, maar ook internationale
richtlijnen gewoonterecht en jurisprudenterecht, terwijl ook wetenschap en
literatuur bronnen van recht kunnen zijn”. Dari apa yang dirumuskan Leenen

tersebut memberikan kejelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan cabang
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baru dalam ilmu hukum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan
kesehatan (zorg voor de gezondheid). Rumusan tersebut dapat berlaku secara
universal di semua negara. Dikatakan demikian karena tidak hanya bertumpu pada
peraturan perundang-undangan saja tetapi mencakup kesepakatan/peraturan
internasional, asas-asas yang berlaku secara internasional, Kkebiasaan,
yurisprudensi, dan doktrin.

Dari pandangan tersebut tergambar bahwa sumber hukum dalam hukum
kesehatan meliputi hukum tertulis, yurisprudensi, dan doktrin. Dilihat dari
objeknya, maka hukum kesehatan mencakup segala aspek yang berkaitan dengan
pemeliharaan kesehatan (zorg voor de gezondheid). Dengan demikian dapat
dibayangkan bahwa hukum kesehatan cukup luas dan kompleks. Jayasuriya
mengidentifikasikan ada 30 (tiga puluh) jenis peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan kesehatan. Secara umum dari lingkup hukum kesehatan tersebut,
materi muatan yang dikandung didalamnya pada asasnya adalah memberikan
perlindungan kepada individu, masyarakat, dan memfasilitasi penyelenggaraan
upaya kesehatan agar tujuan kesehatan dapat tercapai. Jayasuriya bertolak dari
materi muatan yang mengatur masalah kesehatan menyatakan ada 5 (lima) fungsi
yang mendasar, yaitu pemberian hak, penyediaan perlindungan, peningkatan
kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan penilaian terhadap kuantitas dan kualitas

dalam pemeliharaan kesehatan.

Hukum kesehatan berperan untuk mengusahakan adanya keseimbangan
tatanan di dalam upaya pelaksanaan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah
dan masyarakat serta memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan hukum

kesehatan yang berlaku. Sejak jaman yunani kuno, ilmu hukum telah menyentuh
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hampir semua aspek kehidupan manusia, kecuali bidang kedokteran. Tenaga
kesehatan yang ada pada masa itu mengatur cara kerjanya sendiri dengan kode
etik dan sumpah profesi yang berakar kuat pada tradisi dan berpengaruh kuat
dalam masyarakat. Sejalan dengan perkembangan peradaban di dunia, ilmu dan
teknologi kedokteran juga telah berkembang pesat. Persoalan kesehatan bukan
lagi hanya menjadi persoalan antara dokter dan pasiennya, telah banyak pelaku-
pelaku lain yang ikut berperan dalam dunia kesehatan, seperti asuransi kesehatan,
industri alat medis dan farmasi serta masih banyak lagi yang lainnya. limu
kesehatan semakin luas. Dokter atau tenaga kesehatan juga telah terspesialisasi.
Disisi lain perkembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara umum
juga melahirkan kesadaran bahwa dokter atau tenaga kesehatan atau nama lainnya
(berbeda-beda) tidak boleh lagi diisolasi dari hukum. Seluruh masyarakat harus

memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum.

Pengertian Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan. hal tersebut
menyangkut hak dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan (baik perorangan
dan lapisan masyarakat) maupun dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan
dalam segala aspeknya, organisasinya, sarana, standar pelayanan medik dan lain-
lain. Sebagai subjek hukum, pelaku di sektor kesehatan seperti dokter, dokter gigi,
direktur RS, kepala dinas kesehatan, kepala bidang, kepala Puskesmas selalu
melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan apabila
bertentangan dengan regulasi yang berlaku maka akan menimbulkan adanya

sanksi hukum. Setiap subject hokum di bidang kesehatan harus memahami
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mengenai hukum kesehatan. Kurangnya pemahaman terhadap hukum kesehatan

mengakibatkan sering terjebak dalam perbuatan hukum yang dilakukannya.

Hermien Hadiati Koeswadji menyatakan pada asasnya hukum kesehatan
bertumpu pada hak atas pemeliharaan kesehatan sebagai hak dasar social (the
right to health care) yang ditopang oleh 2 (dua) hak dasar individual yang terdiri
dari hak atas informasi (the right to information) dan hak untuk menentukan nasib
sendiri (the right of self determination). Sejalan dengan hal tersebut Roscam
Abing mentautkan hukum kesehatan dengan hak untuk sehat dengan menyatakan
bahwa hak atas pemeliharaan kesehatan mencakup berbagai aspek yang
merefleksikan pemberian perlindungan dan pemberian fasilitas dalam
pelaksanaannya. Untuk merealisasikan hak atas pemeliharaan bisa juga
mengandung pelaksanaan hak untuk hidup, hak atas privasi, dan hak untuk
memperoleh informasi. Demikian juga Leenen secara khusus, menguraikan secara
rinci tentang segala hak dasar manusia yang merupakan dasar bagi hukum

kesehatan.

Hukum Kesehatan (Health Law) menurut:

1. Van Der Mijn: Hukum Kesehatan diratikan sebagai hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan, meliputi:
penerapan perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha negara.

2. Leenen: Hukum kesehatan sebagai keseluruhan aktivitas yuridis dan

peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya.

Secara ringkas hukum kesehatan adalah:
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a. Kumpulan peraturan yang mengatur tetang hal-hal yang berkaitan dengan
kesehatan.

b. Seperangkat kaidah yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan
upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan.

c. Rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang

mengatur pelayanan medik dan sarana medik

2.1.2 Dasar Hukum Kesehatan

Dari berbagai devinisi hukum kesehatan sebagaimana yang dikemukakan

di atas, sumber, sumber hukum kesehatan adalah :

1. Pedoman internasional. Konferensi Helsinki (1964) merupakan
kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian kedokteran,
khususnya eksperimen pada manusia, yakni ditekankan pentingnya
persetujuan tindakan medik (informed consent).

2. Hukum Kebiasaaan. Biasanya tidak tertulis dan tidak dijumpai di dalam
peraturan perundang-undangan. Kebiasaan tertentu telah dilakukan dan
pada setiap operasi yang akan dilakukan di rumah sakit harus
menandatangani izin operasi, kebiasaan ini kemudian dituangkan ke dalam
peraturan tertulis dalam bentuk informed consent.

3. Jurisprudensi. Keputusan Hakim yang di ikuti oleh para hakim dalam
menghadapi kasus yang sama.

4. Hukum Otonom. Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah

tertentu. Ketentuan yang dimaksud berlaku hanya bagi anggota profesi
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kesehatan, misalnya kode etik keperawatan, kode etik bidan, kode etik
fisioterapi.

5. llmu. Substansi Ilmu Pengetahuan dari masing-masing disiplin ilmu.
Misalnya pemakaian sarung tangan bagi dokter dalam menangani pasien,
dimaksud untuk mencegah penularan penyakit dari pasien kepada dokter
tersebut.

6. Literatur. Pendapat ahli hukum yang berwibawa menjadi sumber hukum
kesehatan. Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum (liability),
perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung

jawab dokter (prolonged arm doctrine).

Hukum Kesehatan tidak hanya bersumber pada hukum tertulis saja tetapi
juga yurisprudensi, traktat, Konvensi, doktrin, konsensus dan pendapat para ahli
hukum maupun kedokteran. Hukum tertulis, traktat, Konvensi atau yurisprudensi,
mempunyai kekuatan mengikat (the binding authority), tetapi doktrin, konsensus
atau pendapat para ahli tidak mempunyai kekuatan mengikat, tetapi dapat
dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam melaksanakan kewenangannya, yaitu
menemukan hukum baru. Zevenbergen mengartikan sumber hukum adalah
sumber terjadinya hukum; sumber yang menimbulkan hukum. Sedangkan
Achmad Ali, sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat menemukan

hukum.
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2.1.3 Tujuan Dan Fungsi Hukum Kesehatan

Tujuan hukum pada intinya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang
tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban
didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terpenuhi dan
terlindungi (Mertokusumo, 1986). Dengan demikian jelas terlihat bahwa tujuan
hukum kesehatanpun tidak akan banyak menyimpang dari tujuan umum hukum.
Hal ini dilihat dari bidang kesehatan sendiri yang mencakup aspek sosial dan

kemasyarakatan dimana banyak kepentingan harus dapat diakomodir dengan baik.

Kembali dengan tujuan hukum yang pertama yaitu menciptakan tatanan
atau ketentuan, sektor atau bidang kesehatan telah memiliki payung hukum yang
cukup untuk bisa menjalankan proses kerja di bidang kesehatan jika semua
ketentuan perundang-undangnya dilaksanakan dengan baik dan menjalin saling
pengertian diantara pelaku profesi didalam setiap bagian yang mendukung
terlaksananya upaya kesehatan. Sumber-sumber hukum yang adapun telah secara
rinci mengatur hal-hal apa yang menjadi kewajiban setiap pelaku profesi dan apa
yang menjadi hak-haknya. Oleh karena itu harapan yang terbesar adalah
terciptanya ketertiban dan keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban masing-

masing profesi.

Salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangssa, yang
berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, pangan,
pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan ketenteraman hidup. Tujuan
pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi

setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang
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optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah dan swasta

bersama-sama.

Tujuan hukum Kesehatan pada intinya adalah menciptakan tatanan
masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan
tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan
terpenuhi dan terlindungi (Mertokusumo, 1986). Dengan demikian jelas terlihat
bahwa tujuan hukum kesehatanpun tidak akan banyak menyimpang dari tujuan
umum hukum. Hal ini dilihat dari bidang kesehatan sendiri yang mencakup aspek
sosial dan kemasyarakatan dimana banyak kepentingan harus dapat diakomodir

dengan baik.

Fungsi Dari Hukum Kesehatan

1. Menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Meskipun hanya mengatur tata
kehidupan di dalam sub sektor yang kecil tetapi keberadaannya dapat
memberi sumbangan yang besar bagi ketertiban masyarakat secara
keseluruhan.

2. Menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat (khususnya di
bidang kesehatan). Benturan antara kepentingan individu dengan
kepentingan masyarakat.

3. Merekayasa masyarakat (social engineering). Jika masyarakat
menghalang-halangi dokter untuk melakukan pertolongan terhadap
penjahat yang luka-luka karena tembakan, maka tindakan tersebut

sebenarnya keliru dan perlu diluruskan.
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Tujuan Hukum Kesehatan

Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi
setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Menurut
Bredemeier yaitu menertibkan pemecahan konflik -konflik misalnya kelalaian
penyelenggaraan pelayanan bersumber dari kelalaian tenaga kesehatan dalam

menjalankan tugasnya.

2.1.4 Asas-Asas Hukum Kesehatan

Asas Hukum adalah Norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan
yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum
(Bellefroid dalam Mertokusumo, 1986)sedangkan menurut Eikema Hommes, asas
hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkret, akan tetapi
perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.
Dalam hal ini maka asas hukum bukanlah peraturan hukum yang konkret,
melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya. sas hukum diterapkan
tidak langsung. Pada umumnya asas hukum akan berubah mengikuti

perkembangan masyarakat dan terpengaruh pada waktu dan tempat.

P Scholten menyatakan bahwa ada empat asas yang sifatnya sangat universal.

Asas tersebut yaitu :

1. Asas Kepribadian

UNIVERSITASMEDAN AREA



Manusi menghendaki adanya kebebasan individu, sehingga berharap ada
pengakuan kepribadian manusia, dimana manusia dipandang sebagai subyek
hukum penyandang hak dan kewajiban.

2. Asas Persekutuan

Manusia menghendaki persatuan, kesatuan, cinta kasih dan keutuhan
masyarakat berdasarkan ketertiban.
3. Asas Kesamaan

Menghendaki adanya keadilan, dimana manusia dipandang sederajad
didalam hukum (equality before the law).

4. Asas Kewibawaan
Menunjukkan bahwa hukum berwenang memberi keputusan yang

mengikat para pihaknya.

Dalam ilmu kesehatan dikenal beberapa asas :

1. Sa science et sa conscience / ilmunya dan hati nuraninya

2. Agroti Salus Lex suprema / keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi
3. Deminimis noncurat lex / hukum tidak mencampuri hal-hal yang sepele

4. Res ipsa liquitar / faktanya telah berbicara

Asas Hukum Kesehatan
1. Asas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Asas manfaat

3. Asas usaha bersama dan kekeluargaan
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4. Asas adil dan merata
5. Asas perikehidupan dalam keseimbangan

6. Asas kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri

Arti dari Asas-Asas di Atas di Antara lain :

1. Asas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti
bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membeda-bedakan
golongan, agama, dan bangsa;

2. Asas manfaat berarti memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;

3. Asas usaha bersama dan kekeluargaan berarti bahwa penyelenggaraan
kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh seluruh lapisan
masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan;

4. Asas adil dan merata berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat
memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat
dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;

5. Asas perikehidupan dalam keseimbangan berarti bahwa penyelenggaraan
kesehatan harus dilaksanakan seimbang antara kepentingan individu dan
masyarakat, antara fisik dan mental, antara materiel dan spiritual;

6. Asas kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri berarti bahwa

penyelenggaraan kesehatan harus berlandaskan pada kepercayaan akan
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kemampuan dan kekuatan sendiri dengan memanfaatkan potensi nasional seluas-

luasnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di propinsi Sumatera
Utara, Kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan cukup penting dan strategis
secara regional. Bahkan sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan
sering digunakan sebagai barometer dalam pembangunan dan penyelenggaraan
pemerintah daerah. Secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis
sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian Utara, sehingga relatif
dekat dengan kota-kota / negara yang lebih maju seperti Pulau Penang Malaysia,
Singapura dan lain-lain. Demikian juga secara demografis Kota Medan
diperkirakan memiliki pangsa pasar barang/jasa yang relatif besar. Hal ini tidak
terlepas dari jumlah penduduknya yang relatif besar dimana tahun 2007
diperkirakan telah mencapai 2.083.156 jiwa. Demikian juga secara ekonomis
dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor tertier dan sekunder, Kota
Medan sangat potensial berkembang menjadi pusat perdagangan dan keuangan
regional/nasional.

Seorang pasien datang kepada dokter mempercayakan penyakit yang
diderita termasuk hal-hal yang menyangkut kerahasiaanya yang berhubungan
dengan penyakit tersebut, karena dia percaya bahwa dokter tersebut mampu
memberikan kesembuhan dan sekaligus menjaga kerahasiaanya tersebut.

Kepercayaan yang besar ini merupakan suatu amanah bagi dokter untuk berupaya
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semaksimal mungkin menyembuhkan pasiennya berdasarkan ilmu pengetahuan

dan keterampilannya.

2.3 Hipotesa

Berdasarkan etimologi, perkataan hipotesa berasal dari kata *“hypo”
(sebelum) dan “thesis” ( dalil ) atau pendapat, dengan demikian hipotesa adalah
suatu jawaban atau dugaan yang dianggap besar kemungkinannya untuk jawaban
yang benar. Suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya,
oleh karena masih diuji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan

kemudian.?

Jadi hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji
kebenarannya dengan jalan penelitian. Adapun yang menjadi hipotesa

permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Pelayanan kesehatan di kelurahan sei rengas ialah :
melebihi pelayanan di rumah sakit.Pelayanan yang di berikan cukup
baik dan berguna bagi masyarat miskin yang membutuhkan.

2. Kendala-kendala yang di hadapi dalam pelayanan kesehatan terhadap
masyarakat miskin serta penanggulangannya ialah : Tidak ada kendala
yang dialami dalam penerapan kesehatan tersebut dan cara
penanggulanganya dengan cara memberikan bantuan yang di berikan

oleh donatur-donatur yang ada di kelurahan sei rengas.

3 Soerjono Soekanto “Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2008, him. 147.
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